
BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR       : 400.10.2.2/Kep.123 -DPMD/2024

TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA KEPUNDUAN KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

Menimbang

Men8in8at

:     a.  bahwa   sehubungan   dengan   adanya   usulan   peresmian
anggota    Badan    Permusyawaratan    Desa    Antar    Waktu
Desa      Kepunduan      Kecamatan      Dukupuntang      masa
keanggotaan           Tahun 2022-2028, sebagaimana tertuang
dalam  surat  Kuwu  Kepunduan  Kecamatan  Dukupuntang   ;A
Nomor   141.2/.17/Sekeet  tanggal   19  Januari  2024  tentang
Usulan  Peresmian  Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa
Antar   Waktu   Desa   Kepunduan   Kecamatan   Dukupuntang
Masa      Keanggotaan     Tchun      2022-2028,      dan      untuk'
melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon
Nomor  64  Tahun  2018  tentang  Badan  Permusyawaratar}
Desa,  perlu  meresmikan  anggota  Badan  Pemiusyawaratan
Desa dimaksud;

b.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
pada  huruf a  serta  dalam  rangka  mendukung  kelancaran,
penyelenggaraan    pemerintahan    desa,    perlu    menetapkan
Keputusan   Bupati   tentang   Peresmian   Anggota   Badan
Permusyawaratan   Desa   Antar   Waktu   Desa   Kepunduari

K:=anggao¥an TD#FTnp2TE2¥8o28¥bupaten    Cirebon     Masa
:      1.  Undang-Undang      Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa

(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
ge¥aEan¥rE?|¥ldiEeL8ffE:i:Pa¥a[E:dai°L?e:e¥a#E°ae5n499£
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

2.  Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang

::rim:nrin#[¥LR%ei=#(ZF4¥,baTrT=B£E=aRi:PmuE#iindfgge£=
Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah
beberapa  kali,  tera]chir  dengan  Undang-Undang  Nomor ' 6

¥Ti¥ed!:o:2iif=::i!%ei:izfa¥¥?i:ZEZT:Fi¥is¥1:|inpb¥::f¥:
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.  Undang-Undang      Nomor      30      Tahun      2014      tentang
Administrasi   Pemerintahan   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292,  Tambahan  I.embaran.

Eeu:b=au:£pkEoi¥tlgEte:g#:¥ir=ii6#£b:a±#ri:g::t:eifr
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang
Cipta   Kelja   menjadi   Undang-Undang   (Ijembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
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4.  Peraturain    Pemerintah    Nomor    43    Tahun    2014    tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang     Desa     (Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah  beberapa
kali,   terakhir   dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   11
Tahun   2019   tentang   Perubahan   Kedua   Atas   Peraturan
Pemerintah   Nomor   43   Tahun   2014   tentang   Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Thhun  2014  tentang
Desa   (IIembaran   Negara   Republik   Indonesia   Thhun   2019
Nomor 41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6321) ;

5.  Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(I,embaran    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Tahun    2015
Nomor 2,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Nomor   42)   sebagainana   telah   diubah      beberapa   kali,
tNe:mapr±r3dinffnEeorz:urt¥nt£%er#ru¥ahb=Pat£:du:±reAb£:
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (I,embaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

6.  Peraturan    Bupati     Cirebon     Nomor    64    Tahun     2018
tentang   Badan   Permusyawaratan   Desa   (Berita   Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan   :     1.  Berita acara Musyawarah tentang usulan peresmian anggota
Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Kepunduan
Kecamatan  Dukupuntang     yang  dilaksanakan  pada  hari
Senin tanggal 15 Januari 2024;

2.  Surat      Kuwu      Kepunduan      Kecamatan      Dukupuntang
Nomor   141.2/17/Sekret  tanggal   19  Januari  2024  tentang
Usulan  Peresmian  Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa
Antar Waktu Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Masa
Keanggotaan    Thhun 2022-2028;

3.  Rekomendasi  Camat  Dukupuntang  Nomor  400.10.2/25-Kec.
tanggal   30   Januari   2024   tentang   Pemberhentian   dan
Pengangkatan    anggota    Badan    Perlnusyawaratan    Desa
Pengganti    Antar    Waktu    Desa    Kepunduan    Kecamatan
Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;

MEMUTUSRAN:

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Meresmikan   Anggota   Badan   Pemusyawaratan   Desa   Antar
Waktu   Desa   Kepunduan   Kecamatan   Dukupuntang      Masa
Keanggotaan  Tahun 2022-2028, yaitu sebagai berikut :
Narna                                    :   SARJAN
Tempat Tanggal I.ahir     :   Cirebon,  5 Januari l950
Jenis Kelamin                    :   Ifa]d-1aki
Pendidikan                         :   SLTP
Pekeljaan                         :   Wiraswasta
Alalnat                                  :    RT 003 RW O01

Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Wa]chi
Desa     Kepunduan     Kecamatan     Dukupuntang     sebagrirngna
dimaksud   pada  Diktum  KESATU  adalah  sisa  waktu   masa
jabatan   anggota   Badan   Permusyawaratan   Desa   Kepunduan
Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 202 2-202 8.



KETIGA
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i:eE+±d:%Pfp:#:=i¥=£Bfr¥±ria¥i;b:i¥i±=p:e:¥±L¥gar¥E===;
Permusyawaratan  Desa  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT             :     Anggota   Badan   Permusyawaratan   Desa   Antar   Walchi   Desa
Kepunduan  Kecamatan  Dukupuntang sebagaimana  dimaksud
pada  Diktum  KESATU  dalam  melaksanakan   tugas,   fungsi,
kewajiban  dan  wewenangnya  diberikan  tunjangan  dan  biaya
operasional  yang  besarannya  ditetapkan  setiap  tahun  dalam
Anggaran     Pendapatan     dan     Belanja     Desa     Kepunduan
Kec amatan Dulalpuntang.

KELIMA :     Pada  saat  Keputusan  Bupati  ini  mulal  berlaku,  Camat  agar
segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan
Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh)  hari sejak
diterbitkannya  Keputusan  Bupati  ini,  melaporhan  Berita  Acara
Pengambilan    Sumpah/Janji    dan    Berita   Acara    Susunan
Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kepunduan
Kecamatan     Dukupuntang    kepada     Dinas     Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.

KEENAM               :     Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di  Sumber
padatanggal     26  FTaret  2®24

BUPATI  CIREBON,

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Dukupuntang;
3. Yth. Kuwu Kepunduan Kecamatan Durfupuntang.


